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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mendiskusikan optimalisasi peran Corporate Social Responsibility (CSR)
dalam intervensi penanganan stunting di Kabupaten Batang. Meskipun berbagai program CSR telah
diterapkan oleh sektor swasta, hingga kini belum ada kajian yang secara khusus menganalisis sejauh
mana kontribusinya telah dimanfaatkan secara optimal dalam penurunan stunting di daerah tersebut.
Research gap ini penting karena keterlibatan CSR berpotensi besar mendukung pemerintah yang
masih menghadapi keterbatasan anggaran penanganan stunting. Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis
menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kontribusi CSR sektor swasta telah memberikan dampak positif bagi pengurangan stunting, namun
pemanfaatannya belum optimal dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Optimalisasi
diperlukan agar intervensi CSR mampu memberikan tekanan hasil yang lebih signifikan dan
berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan perlunya pemerintah daerah memiliki pemetaan yang
jelas, strategi kolaborasi yang lebih intens, serta jejaring kemitraan yang kuat dengan seluruh sektor
swasta. Penguatan tata kelola CSR secara terpadu diharapkan dapat mempercepat upaya penuntasan
stunting di Kabupaten Batang.
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ABSTRACT

This study discusses the optimization of Corporate Social Responsibility (CSR) in supporting
stunting reduction efforts in Batang Regency. Although various CSR programs have been
implemented by private-sector actors, there is still no comprehensive analysis examining whether
these contributions have been utilized optimally in local stunting interventions. This research gap
is critical, given that CSR has the potential to strengthen government programs that remain
constrained by limited public funding. This research employs a qualitative method with a literature
study approach. Data were collected from secondary sources and analyzed using the Miles and
Huberman qualitative data analysis model. The findings indicate that CSR involvement has
contributed positively to stunting reduction; however, its utilization has not yet been optimal or
fully coordinated. Greater optimization is needed to produce more significant and sustainable
outcomes. The study highlights the need for the local government to establish clear planning,
detailed mapping, and stronger collaborative strategies with all private-sector entities.
Strengthening integrated CSR governance is expected to accelerate stunting reduction efforts and
support long-term sustainability in Batang Regency.
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1. Pendahuluan

Tujuan tulisan ini akan mendiskusikan
mengenai optimalisasi peran Corporate
Social ~ Responsibility  (CSR)
mengintervensi  penanganan stunting di
Kabupaten Batang. Sudah diketahui bersama
bahwa isu pembangunan kesehatan menjadi
prasyarat mewujudkan
pembangunan manusia yang berkualitas.
Tanpa itu, upaya negara dalam menciptakan
kualitas sumber daya manusia tidak akan
tercapai [1]. Terlebih untuk mewujudkan
Indonesia emas di tahun 2045, maka negara
harus
pembnaahan terhadap isu kesehatan, salah
satu diantaranya ialah penanganan kasus
kejadian stunting.

dalam

utama  dalam

konsisten untuk melakukan

Fenomena kasus
khususnya di
industrialisasi cenderung memiliki tingkat
prevalensi yang cukup tinggi [2]. Hal ini
didasarkan pada fakta empiris bahwa kawasan
industrialisasi disebut-sebut menjadi faktor
risiko tingggi kejadian stunting [3]. Laju dan
pesatnya industrialisasi yang tidak terkendali
seringkali berdampak pada sektor lingkungan,
sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Bagi
kesehatan, tentu laju industrialisasi dinilai
mampu menjadi kontributor kasus kejadian
stunting yang kronis.

kejadian  stunting,
kawasan-kawasan

Misalnya saja di Provinsi Sulawesi tengah
prevalensi kasus kejadian stunting mencapai
27,2% [4]. Lalu di Kabupaten bojonegoro di
mana kasus kejadian stunting yang cukup
tinggi di 10 desa sekitar kawasan industri
minyak dan gas. Rata-rata desa tersebut
berada dalam ring 1 kawasan misnyak gas
Lapangan Banyu Urip Blok Cepu.
Prevalensinya berada dalam interval 22,5-
29,9% [5]. Kasus serupa juga terjadi di
kawasan-kawasan lainnya
sehingga kecenderungan prevalensi tingginya
stunting harus diwaspadai. Oleh karena itu,
hubungan kawasan industrialisasi dengan

industrialisasi

108

kasus kejadian stunting menjadi korelasi yang
harus ditangani oleh pemerintah setempat
agar kasus kejadian  tersebut  dapat
diminimalisir.

Kasus kejadian stunting di Kabupaten
Batang Provinsi Jawa Tengah juga masih
menjadi tantangan berat yang belum tuntas
diselesaikan. Apalagi kabupaten tersebut saat
ini masih berbenah dalam pengembangan
kawasan industrialisasi, yakni Kawasan
Industrialisasi Terpadu Batang (KITB) [6].
Merujuk data Studi Status Gizi Indonesia
(SSGI) tahun 2022, Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang mengkonfirmasi bahwa
tingkat prevalensi stunting di Kabupaten
Batang 21% [7].
menempatkan Kabupaten Batang masuk
dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kasus
tinggi sunting di Provinsi Jawa Tengah.

tembus Posisi  ini

Tingginnya prevalensi angka tersebut
harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten
Batang mengingat wilayah tersebut sedang
berbenah menuju

industrialisasi yang lebih besar. Tantangan

tersu kawasan

terbesar yang dihadapi saat ini ialah
bagaimana  memastikan = pembangunan
industrialisasi menjadi ladang sekaligus

potensi untuk mengurangi laju stunting.
Antisipasi ini penting untuk diproyeksikan ke
depan, sehingga optimalisasi peran CSR
menjadi langkah alternatif yang mampu
dilakukan mengingat keterbatasan belanja
publik yang dimiliki oleh pemerintah.

Studi tentang isu stunting di kabupaten
Batang sebelumnya pernah dilakukan oleh
Setiawan dan Choirunnisa, yakni terkait
intervensi pangan lokal dalam penanganan
stunting. Studi menunjukkan bahwa
tingginya kejadian  stunting di
Kabupaten Batang disebabkan oleh banyak
faktor. Salah satunya ialah belum optimalnya
pangan lokal sebagai pangan
alternatif bergizi dalam mengurangi angka
stunting. Padahal ketersediaan pangan lokal

ini
kasus

konsumsi



dan bergizi sangat cukup, namun literasi akan
konsumsi pangan lokal bergizi di sana masih
belum banyak diketahui [8].

Studi lainnya dilakukan oleh Jannah dkk
terkai dengan pencegahan stunting pada anak
dalam sudut pandang Islam di Kabupaten
Batang. Hasil temuan menunjukkan bahwa
penurunan signifikan stunting di kabupaten
Batang dari 26,3 menjadi 10,1% di tahun
2023. Kolaborasi sektor privat, publik, dan
masyarakat dengan penerapan nilai-nilai
islam dapat menjadi pendekatan yang efektif
dalam mencegah stunting [9]. Namun
demikian, tulisan ini belum menyinggng
mengenai peran CSR mengingat kawasan
tersebut sedang berkembang laju
industrialisasi.

Berdasarkan penelusuran peneliti, studi-
studi yang mengulas mengenai stunting di
kabupaten Batang masih cukup terbatas.
Belum banyak peneliti sebelumnya yang
memberikan perhatian tentang isu tersebut.
Oleh karena itu, tulisan ini akan melengkapi
studi tentang isu stunting di Kabupaten
Batang yakni terkaai dengan optimalisasi
peran CSR dalam mengintervensi stunting.
Rumusan utama masalah penelitian dalam
tulisan ini ialah bagaimana optimalisasi peran
CSR dalam intervensi stunting di Kabupaten
Batang.

Ada dua alasan mengapa tulisan ini penting
untuk dilakukan. Alasan pertama, keterlibatan
sektor privat melalui CSR sangat vital dalam
mendorong pengurangan stunting. Terlebih
anggaran belanja publik masih sangat
terbatas, sehingga pemerintah setempat perlu
melakukan kerja kolaborasi dan kemitraan
dalam penanganan stunting [10]. Alasan
kedua ialah saat ini Kabupaten Batang sedang
menuju ke arah pembangunan industrialisasi.
Isu stunting dan industrialisasi memiliki
hubungan yang cukup negatif, schingga
berobjek dengan kasus Kabupaten Batang
maka tulisan ini akan memberikan gambaran

utuh bagaimana tumbuh kembang
industrialisasi akan dinilai optimal dan positif
apabilaa maampu menurunkan angka kasus
kejadian stunting.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dikembangkan
oleh penulis menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan
studi pustaka dalam penelitian kualitatif
mengandalkan dan bertumpu pada data-data
sekunder penelitian. Oleh karena itu, dalam
pengumpulan data peneliti bersandara pada
sumber sumber data sekunder. Sumber itu
meliputi informsi dan data yang ada di buku,
jurna, berita, media masa, koran, majalah,
arsip, laporan resmi pemerintaha, catatan
lapangan, ataupun sumber kajian lainnya yang
relevan dengan tujuan penelitian [11] [12]
[13]. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1
Agustus  hingga 15 September 2025.
Penelitain ini memiliki lokus penelitian terkait
dengan optimalisasi peran CSR dalam
intervensi penurunan stunting di Kabupaten
Batang.

Selain itu, penelitian ini di dalam teknik
analisis data menggunakan model Milles dan
Hubberman. Tahapan teknik analisis data
kualitatif harus melewati pengumpulan data,
reduksi data, display data, dan penarikan
kesimpulan [14]. Setelah data dikumpulkan,
perlu dilakukan pemilihan
pemilihan data sesuai dengan relevansi
rumusan dan tujuan penelitian. Data-data
yang telah terpilih untuk digunakan,
kemudian diolah dalam sebuah sajian baik
berupa tampilan deskriptif maupun data
Data-data yang sudah
ditampilkan tersebut kemudian dilakukan
penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan
ini dilakukan untuk melihat temuan-temuan
data yang selaras dengan rumusan, tujuan, dan
hasil penelitian lapangan.

maka dan

visual. analisis
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3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian subhasil dan pembahasan ini,
penulis akan menguraikan tiga hal utama.
Subbab pertama bagian ini akan menguraikan
mengenai tidaknya regulasi yang
mengamatkan pelibatan sektor swasta ataupun
industri dalam mengintervensi stunting.
Regulasi ini penting karena menjadi dasar
hukum kebijakan yang mengikat setiap sektor
industri setempat untuk aktif terlibat dalam
penanganan stunting.

ada

Subbab kedua yakni akan menguraikan
mengenai optimalisasi peran CSR yang telah
berjalan. Adanya operasioalitas sektor
industri setempat akan selalu melekat
tanggungjawab sosial mereka, yakni adanya
CSR. Merujuk UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan terbatas dan juga PP Nomor
47 Tahun 2012, CSR adalah kewajiban yanag
harus ditunaikan. Oleh karena itu, bagian
kedua ini akan menguraikan bagaimana peran
CSR yang telah berjalan dalam penanganan
stunting terkhusus di wilayah-wilayah sekitar
tempat PT itu beroperasi di Kabupaten
Batang.

Subbab ketiga yakni akan menguraikan
keberlanjutan program CSR yang terus
berjalan dan memastikan mampu menihilkan
angka stunting. Proses keberlanjutan CSR ini
penting dilakukan karena berbagai praktik
yang ada, program CSR tidak memiliki nilai
kesinambungan bahkan pengurangan angka
stunting yang belum optimal justru program
CSR dihentikan ditengah jalan. Oleh karena
itu, bagian ini akan menjelaskan bagaimana
keberlanjutan CSR yang dilakukan oleh
sektor swasta di Kabupaten Batang.

Regulasi Pelibatan Sektor Industri dalam
Intervensi Stunting

Keterlibatan ~ sektor industri dalam
intervensi stunting menjadi salah satu strategi
penting dalam mempercepat penurunan angka
stunting, karena peran

program CSR dapat mendukung kebijakan

swasta melalui

pemerintah yang bersifat multisektoral. Hal
ini terlihat dari beberapa regulasi dan
kebijakan yang sudah ada. Pertama, Perpres
No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan  Stunting menjadi  landasan
nasional utama yang menegaskan stunting
sebagai prioritas nasional dengan melibatkan
berbagai sektor, termasuk ajakan kepada
dunia usaha untuk ikut serta dalam intervensi
melalui CSR.

Kedua, di tingkat daerah, Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun
2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting
memberikan dasar bagi
kabupaten/kota, termasuk Batang, untuk
berkolaborasi dengan pihak swasta dalam
melaksanakan program penanganan stunting.
Regulasi itu merupakan turunan dari regulasi
pusat dan kemudian menjadi dasar hukum
bagi setiap Pemerintahan Daerah untuk aktif
dan responsif dalam menanggulangi stunting.

hukum

Ketiga, kebijakan pemerintah pusat
melalui Kementerian dan Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) juga mendorong
perusahaan swasta di 12 provinsi prioritas
agar menyisihkan dana CSR khusus untuk
mendukung upaya percepatan penurunan
stunting. Keempat, di Kabupaten Batang
sendiri sudah ada praktik nyata, seperti
Program GENTING (Gerakan Orang Tua
Asuh Cegah Stunting) serta dukungan CSR
dari Bank Jateng yang diarahkan langsung
untuk membantu penanganan = stunting.
Adanya regulasi dan implementasi nyata
tersebut, keterlibatan  sektor  industri
diharapkan semakin kuat dalam mendukung

program  penurunan  stunting  secara
berkelanjutan.

Keterlibatan ~ sektor industri dalam
intervensi stunting, keberadaan regulasi

menjadi sangat penting sebagai dasar hukum,
arah kebijakan, dan pedoman pelaksanaan
program. Namun, jika regulasi seperti Perpres
No. 72 Tahun 2021 maupun Peraturan
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Gubernur Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019
tidak dijalankan, maka akan muncul berbagai
dampak yang merugikan pemerintah maupun
hubungan dengan pihak swasta, khususnya
dalam pelaksanaan CSR.

Pertama, masyarakat dapat kehilangan
kepercayaan terhadap efektivitas pemerintah,
sementara pihak swasta merasa ragu karena
tidak ada kepastian regulasi yang mendukung
keterlibatan ~ mereka.  Kedua,  kinerja
Pemerintah Daerah akan terhambat karena
banyak program stunting di daerah sangat
bergantung pada dukungan CSR dari swasta.
Ketiga, ketidakjelasan tanggung jawab dapat
terjadi karena regulasi seharusnya mengatur
peran masing-masing pihak, sehingga tanpa
implementasi, swasta berpotensi melepaskan
diri dari kontribusi.

Keempat, program CSR bisa berjalan
tidak terarah, tidak sesuai dengan kebutuhan
lokal, bahkan hanya sebatas pencitraan tanpa
dampak nyata. Kelima, hubungan pemerintah
dan swasta berisiko mengalami konflik karena
adanya perbedaan persepsi terkait kewajiban
dan fasilitasi yang seharusnya diatur regulasi.
Terakhir, kegagalan menjalankan regulasi
akan berdampak pada pencapaian target
nasional penurunan stunting yang menjadi
bagian dari RPJMN, sehingga bukan hanya
mengganggu  kredibilitas pemerintah  di
tingkat nasional dan internasional, tetapi juga
membahayakan kualitas generasi mendatang

Pelibatan sektor industri pada intervensi
stunting di Kabupaten Batang, keberadaan
regulasi yang jelas menjadi kunci untuk
memperkuat peran CSR dan membangun
kemitraan yang sehat antara pemerintah dan
swasta. Di Batang, sudah ada contoh nyata
keterlibatan CSR seperti yang dilakukan oleh
Bank Jateng, namun jika regulasi ditegakkan
lebih sistematis, Pemerintah Daerah dapat
memperkuatnya regulasi  lokal,
misalnya Peraturan Bupati, yang mendorong
atau mewajibkan perusahaan mengalokasikan

melalui
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CSR khusus untuk program penurunan
stunting. Selain itu, aspek pengawasan dan
transparansi harus diperkuat dengan regulasi
yang mengatur mekanisme monitoring,
evaluasi, serta pelaporan publik agar program
CSR yang dijalankan benar-benar efektif dan
tepat Tidak  kalah  penting,
pemerintah juga perlu menyediakan insentif
atau penghargaan bagi perusahaan yang aktif
berkontribusi dalam CSR stunting sehingga
tercipta yang saling
menguntungkan, terarah, dan berkelanjutan
dalam upaya menurunkan angka stunting di
Batang.

sasaran.

kemitraan

Optimalisasi
Berjalan

Peran CSR yang Sudah

Optimalisasi peran CSR yang sudah
berjalan di Batang menunjukkan beberapa
bentuk keterlibatan swasta yang signifikan
dalam upaya penanganan stunting. Misalnya,
Bank Jateng Cabang Batang telah
menyalurkan dana CSR sebesar Rp 1 miliar
kepada Pemkab Batang untuk mendukung
intervensi  stunting program
pembangunan  jamban pemberian
makanan tambahan di wilayah Kecamatan
Limpung, Banyuputih, dan Gringsing.

Selain itu, dalam program GENTING
(Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting),
perusahaan seperti Nestle, Cimory, dan PT
Indomarco turut serta menyumbangkan
donasi, dan Bank Jateng memfasilitasi
penyaluran dana secara nontunai langsung
kepada orang tua asuh agar bantuan dapat
transparan dan tepat sasaran. Dukungan dari
Konsorsium Bhimasena Power Indonesia juga
tercatat, yang memberikan bantuan langsung
kepada keluarga dan desa yang memiliki
kasus stunting sebagai bagian dari program
konvergensi penanganan stunting di Batang.

melalui
dan

Adanya peran-peran nyata dari pihak
swasta tersebut, terlihat bahwa CSR di Batang
sudah mulai menjadi instrumen kemitraan
antara pemerintah dan perusahaan yang fokus



pada aspek gizi, bahan pangan bergizi, dan

fasilitas dasar guna menurunkan angka
stunting secara sistematis. Gambar 1
merupaka  keterlibatan  swasta  dalam

intervensi stunting di Kabupaten Batang.
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Gambar 1. Penyerahan Funding CSR Guna
Intervensi Stunting oleh Bank Jateng

Program  penanggulangan  stunting
dengan optimalisasi CSR seperti keterlibatan
CSR dalam penanganan stunting di
Kabupaten Batang seperti Bank Jateng telah
menyalurkan dana CSR sebesar Rp 1 miliar
kepada Pemerintah Kabupaten Batang untuk
program pembuatan jamban dan pemberian
makanan tambahan di kecamatan Limpung,
Banyuputih, dan Gringsing [15]. Program
GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah
Stunting) di Batang mendapat dukungan CSR
dari berbagai perusahaan seperti Bank Jateng,
PDAM, Nestlé, Cimory, dan PT Indomarco,
dengan total dana terkumpul mencapai Rp 487
juta untuk asupan gizi balita dan ibu hamil
selama enam bulan [16]. Melalui skema CSR,
PKK Batang menyalurkan bantuan sebesar Rp
500 juta kepada 281 anak terindikasi stunting
dalam bentuk makanan bergizi selama kurun
waktu enam bulan [17].

Keberlanjutan CSR dalam Mewujudkan
Zero Stunting

Salah satu tantangan vital yang dihadapi
oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam
intervensi CSR untuk penanganan stunting
ialah aspek keberlanjutan. Asepk ini menjadi

kunci untuk memastikan bahwa isu

penanganan stunting harus tuntas sehingga
masyarakat sasaran mampu memperoleh
derajat kesehatan yang paripurna [18]. Oleh
karena itu penuntasan
stunting sangat bergantung bagaimana CSR
yang diberikan oleh sektor industri bersifat
berkelanjutan. Batas keberlanjutan ini akan
dianggap tuntas dan final apabila angka
prevalensi stunting mampu ditekan bahkan
dinihilkan. Itupun pemerintah setempat masih
melakukan pengawasan sehingga jika terjadi
gejala stunting kembali mampu ditangani
secara dini.

isu penanganan

Aspek keberlanjutan ini yang sebelumnya
belum menjadi kebijakan utama yang dimiliki
Kabupaten  Batang  khususnya
memobilisasi CSR dalam penanganan
stunting. Terlebih potensi sektor industri di
Kabupaten cukup banyak, yakni di tahun 2023
saja ada sekitar 91 perusahaan industri besar
dan sedang. Sektor privat itu mayoritas
bergerak di industri makanan, industri kayu,
dan tekstil. Mayoritas keberadaan mereka
terkonsentrasi di Kecamatanbatang yakni 37
industri sekitar 40,66%. Lalu di
Kecamatan Banyuputih terdapat sekitar
16,48% dan Kecamatan Gringsing sebesar
13,19% perusahaan. Sisa lainnya tersebr
merata di kecamatan lain yang ada di
Kabupaten Batang.

dalam

atau

Realitas itu merupakan potensi yang
dimiliki oleh Kabupaten Batang sehingga
peluang CSR dalam penaganan stunting
cukup potensial. Hanya saja sampai saat ini
Pemerintah ~ Kabupaten Batang belum
memiliki mapping akan implementasi CSR
yang dilakukan oleh setiap industri tersebut
dengan menekankan pendampingan program
yang berkelanjutan. Belum lagi pemerintah
setempat belum memiliki akurasi data yang
akurat terhadap sektor industri mana saja yang
aktif dalam program CSR di bidang stunting,
lalu berapa besaran kucuran pendanaannya.
Besar kecilnya pendanaan CSR itu juga sangat
bergaantung pada kapasitas industri baik yang

112



besar, sedang maupun kecil. Oleh karena itu
di dalam  membangun  optimalisasi
penggunaan CSR maka menjadi penting
untuk dilakukan pemetaan sehingga aspek
keberlanjutan itu dapat diproyeksikan.
Gambar 2 merupakan pemberian apresiasi
kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)
yang dinilai aktif dalam program CSR
khususnya memberikan perhatian dalam
aspek kesehatan bagi masyarakat Kabupaten
Batang.

e e e — e —
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Gambar 2. BPI Mendapat Apresiasi dari
Pemkab Batang Atas Dukungan Program
CSR Bidang Kesehatan bagi Warga Batang

Visualisasi di atas merupakan apresiasi
yaang dieberikan oleh pemerintah Kabupaten
Batang kepada PT BPI yang telah dinilai aktif
dalam penyaluran CSR di bidang kesehatan.
Aspek kesehatan tidak hanya meliputi
stunting, namun saling terkait seperti Open
Defecation Free (ODF) dari kases sanitasi
yang sudah mencapai 100%. Lalu juga
sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)
yang juga sudah mencapai 100%. Semua itu
sangat berkait dengan kasus kejadian stunting
dan sudah dilakukan oleh BPI.

Namun demikian, gerakan CSR yang
serupa di Kabupaten Batang perlu digalakkan
sebagai bagian dari penguatan konvergensi
[19]. Apalagi perkembanagn dewasa ini,
sektor privat dituntut untuk seimbang dalam
dengan mengintegrasikan CSR dalam bisnis
perusahaan, yakni keuntungan, lingkungan
dan masyarakat [20]. Istilah ini dikenal
dengan triple bottom line.  Adanya triple
bottom line ini diharapkan menjadi bentuk
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hubungan mutualisme di ada
keuntungan yang didapatkan sektor industri
dan di saat yang sama masalah stunting
mampu dientaskan. Hal itu merupakan potensi
sehingga bagi sektor industri yang belum aktif
tentu saja pemerintah setempat memiliki
kewenangan untuk menindak mengingat
program CSR ialah amanat Undang-Undang

[21].

mana

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa keterlibatan CSR dari
sektor swasta sangat berkontribusi signifikan
dalam pengurangan stunting di Kabupaten
Batang. Peran CSR sangat penting mengingat
ada keterbatasan anggaran pubik dalam
penanganan stunting. Hanya saja pelibatan
sektor swasta melalui CSR di Kabupaten
Batang belum dilakukan secara optimal.
Sementara jumlah sektor swasta melalui
penggunaan CSR sangat penting, sehingga ke
depan pemerintah setempat perlu memiliki
rencana dan pemetaan yang jelas terhadap
keterlibatan mereka dalam menanggulangi
stunting.

Di samping itu, pemerintah setempat harus
mampu membangun kolaborasi dalam
penggunaan CSR secara intens di setiap sektor
swasta yang ada. Walaupun pemerintah sudah
melibatkan mereka, namun ke depan
pemerintah harus lebih gencar untuk
menjaling jejaring strategis dalam intervensi
stunting. Terlebih penggunaan CSR dalam
intervensi stunting harus mampu dijalankan
secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
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